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ABSTRAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang 
terus berulang di Indonesia, termasuk pada peristiwa tahun 2019 di Sumatera 
Selatan. Kebakaran ini menimbulkan dampak yang luas, baik terhadap lingkungan, 
kesehatan masyarakat, maupun aktivitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan serta mengkaji 
upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi 
permasalahan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif 
dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Hasil 
kajian menunjukkan bahwa secara normatif, regulasi terkait larangan pembakaran 
hutan dan lahan serta sanksinya telah diatur secara jelas. Namun, dalam praktiknya, 
penegakan hukum masih belum optimal karena adanya kendala dalam pembuktian, 
lemahnya pengawasan, serta kurangnya konsistensi dalam penegakan hukum. 
Upaya preventif dan represif yang dilakukan juga belum berjalan secara efektif 
dalam menekan angka kebakaran hutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan 
pengawasan, penegakan hukum yang tegas, serta sinergi antara pemerintah, 
masyarakat, dan pelaku usaha untuk meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan 
lahan di masa yang akan datang. 
 

Kata kunci kebakaran hutan, penegakan hukum, preventif, represif, lingkungan hidup 
  
ABSTRACT Forest and land fires are recurring environmental issues in Indonesia, including the 

major incident that occurred in 2019 in South Sumatra. These fires caused significant 
impacts on the environment, public health, and economic activities. This study aims to 
analyze law enforcement regarding forest and land fires and to examine the preventive 
and repressive measures taken by the government to address this issue. The research 
employs a normative juridical approach by reviewing relevant laws and regulations, 
such as Law Number 32 of 2009 and Law Number 41 of 1999. The results indicate that, 
normatively, regulations prohibiting forest burning and providing sanctions are clearly 
established. However, in practice, law enforcement remains ineffective due to 
challenges in evidence collection, weak supervision, and lack of consistency in 
enforcement. Preventive and repressive measures have also not been fully effective in 
reducing the occurrence of forest fires. Therefore, strengthening supervision, enforcing 
stricter legal actions, and enhancing collaboration among the government, 
communities, and business actors are necessary to minimize forest and land fires in the 
future.  
 

Keywords forest fires, law enforcement, preventive measures, repressive measures, 
environment   
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1. PENDAHULUAN  

 

Lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk 
hidup yang memiliki hubungan timbal balik dan saling memengaruhi dalam suatu sistem 
kehidupan. Dalam lingkungan hidup terdapat berbagai komponen, baik biotik maupun 
abiotik, yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Salah satu 
komponen yang memiliki peran strategis adalah hutan dan lahan. Hutan tidak hanya 
berfungsi sebagai paru-paru dunia, tetapi juga menjadi habitat bagi berbagai makhluk 
hidup serta memiliki nilai ekonomi, sosial, dan ekologis yang tinggi bagi kehidupan 
manusia (Nugroho, 2022). Di Indonesia, kawasan hutan memiliki luas yang sangat besar 
dan menjadi salah satu aset penting dalam pembangunan nasional. Berdasarkan data 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas kawasan hutan Indonesia pernah 
mencapai lebih dari 120 juta hektar. Namun, seiring meningkatnya kebutuhan manusia, 
terutama dalam sektor industri dan perkebunan, tekanan terhadap kawasan hutan 
semakin meningkat. Aktivitas pembukaan lahan yang tidak memperhatikan aspek 
lingkungan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan, 
termasuk kebakaran hutan dan lahan (Nurfatma et al., 2017). 

Permasalahan kebakaran hutan merupakan fenomena yang kerap terjadi di 
Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh WALHI, jumlah kejadian kebakaran hutan 
setiap tahun menunjukkan kecenderungan meningkat. Kondisi paling parah terjadi pada 
tahun 2015, ketika sekitar 2,6 juta hektar hutan terbakar, terutama di wilayah Kalimantan 
Tengah, Papua, Sumatra Selatan, dan Riau. Pada tahun berikutnya, luas kebakaran 
mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi sekitar 438,3 ribu hektar, dan kembali 
menurun pada tahun 2017 hingga mencapai kurang lebih 165 ribu hektar. Meskipun 
demikian, tren penurunan tersebut tidak bertahan lama, karena pada tahun 2018 luas 
kebakaran kembali meningkat menjadi sekitar 510 ribu hektar. Hingga Mei 2019, data 
dari KLHK menunjukkan masih terdapat sekitar 135 ribu hektar lahan yang terbakar, 
terutama di wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Papua (Hanum et al., 2024). 

Kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan lingkungan yang serius, 
tidak hanya di Indonesia tetapi juga secara global. Dampak yang ditimbulkan sangat luas, 
mulai dari kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga terganggunya 
kesehatan masyarakat akibat kabut asap. Selain itu, kebakaran hutan juga berkontribusi 
terhadap perubahan iklim karena menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah 
besar. Salah satu peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang cukup besar terjadi pada 
tahun 2019 di wilayah Sumatera Selatan. Kebakaran ini menyebabkan kabut asap yang 
cukup parah dan berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Berdasarkan 
data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, total luas kebakaran hutan dan lahan 
di Indonesia pada tahun 2019 mencapai sekitar 1,64 juta hektar, dengan jutaan 
masyarakat terdampak akibat paparan asap. Angka ini menunjukkan bahwa kebakaran 
hutan dan lahan merupakan permasalahan serius yang membutuhkan penanganan 
khusus, terutama dalam aspek penegakan hukum lingkungan (Lisakiyanto & Sukojo, 
2022). 

Secara normatif, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai peraturan 
perundang-undangan yang mengatur perlindungan lingkungan hidup. Namun, dalam 
praktiknya, kebakaran hutan masih terus terjadi setiap tahun. Oleh karena itu, penting 
untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum serta upaya preventif dan represif dalam 
menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.Penelitian ini penting dilakukan untuk 
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mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan di 
Sumatera Selatan tahun 2019 dan bagaimana upaya preventif dan represif serta 
efektivitasnya dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. 

 
2. METODE PENELITIAN  

  

Dalam proses penyusunan artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian 

kepustakaan (library research) sebagai pendekatan utama dalam mengumpulkan dan 

menganalisis data. Penelitian kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data ilmiah 

yang mengandalkan sumber-sumber tertulis seperti buku-buku akademik, artikel jurnal, 

makalah penelitian, peraturan perundang-undangan, dan berbagai referensi ilmiah 

lainnya yang secara spesifik berkaitan dengan topik Penegakan Hukum Lingkungan. 

Metode ini dipilih karena dianggap efektif dalam menggali berbagai teori, konsep, dan 

pemikiran dari para ahli yang telah banyak meneliti isu-isu yang relevan dengan topik 

kajian. 

 Selain itu, metode kepustakaan juga memungkinkan penulis untuk memahami 

permasalahan secara lebih mendalam dan komprehensif. Melalui proses kajian dan telaah 

literatur yang sistematis, penulis dapat menyusun kerangka pemikiran yang logis dan 

terarah, sehingga informasi yang diperoleh dapat dijadikan dasar yang kuat dalam 

menarik segala kesimpulan yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. 
  
3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

  

  Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan pada dasarnya telah 
memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam 
Pasal 69 ayat (1) huruf h ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan 
lahan dengan cara membakar.Ketentuan ini menunjukkan bahwa praktik pembakaran 
lahan yang selama ini sering digunakan karena dianggap sebagai cara yang cepat dan 
murah sebenarnya merupakan tindakan yang secara tegas dilarang oleh hukum. Lebih 
lanjut, Pasal 98 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan 
perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dapat 
dikenakan pidana penjara dan denda.Bahkan, dalam Pasal 99 juga diatur mengenai sanksi 
bagi pelaku yang karena kelalaiannya menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Hal ini 
menunjukkan bahwa hukum lingkungan di Indonesia tidak hanya menjerat pelaku yang 
secara sengaja melakukan pembakaran, tetapi juga mereka yang lalai dalam mengelola 
lahannya. Penegakan hukum lingkungan tidak hanya tentang memberikan sanksi kepada 
pelaku pelanggaran. Prinsip keadilan lingkungan juga harus ditegakkan, yang 
mengutamakan pemulihan lingkungan yang rusak dan perlindungan hak-hak masyarakat 
terdampak (Rajib et al. 2024). 

Selain itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 melalui Pasal 50 ayat (3) huruf 
d juga menegaskan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan. Dengan adanya 
ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki 
regulasi yang cukup lengkap dan tegas dalam mengatur larangan pembakaran hutan dan 
lahan. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan 
di Sumatera Selatan tahun 2019 masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala 
utama adalah sulitnya pembuktian dalam menentukan pelaku utama kebakaran, 
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terutama pada kasus yang melibatkan korporasi. Kebakaran seringkali terjadi di wilayah 
yang luas dan dalam waktu yang bersamaan di beberapa titik, sehingga menyulitkan 
aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi pelaku secara langsung.Selain itu, dalam 
kasus yang melibatkan perusahaan, seringkali muncul permasalahan terkait pembuktian 
hubungan antara kebakaran dengan aktivitas perusahaan di wilayah konsesi. Meskipun 
kebakaran terjadi di area konsesi perusahaan, belum tentu dapat langsung dibuktikan 
bahwa perusahaan tersebut sebagai pelaku utama. Hal ini menyebabkan banyak kasus 
yang tidak dapat diproses secara maksimal, sehingga penegakan hukum menjadi kurang 
efektif. . Walaupun ada hak gugatan yang bisa diajukan oleh organisasi lingkungan yang 
memiliki beberapa ketentuan yang terpenuhi. Hal ini dimaksudkan agargugatan benar-
benar diajukan oleh organisasi lingkungan yang kredibel  di  bidangnya  sehingga  ada  
batasan  untuk  melakukan  gugatan  bagi organisasi-organisasi lingkungan atau bahkan 
yang hanya sekedar mengaku sebagai organisasi lingkungan padalah tidak memiliki visi 
dan misi serta kegiatan yang nyata dalam bidang pelestarian lingkungan. Dengan 
demikian bisa dibilang ketentuan ini lebih ketat dibandingkan ketentuan yang ada di 
undang-undang sebelumnya. Oleh  karena  itu  organisasi  lingkungan memberdayakan 
dirinya untuk dapat berperan aktif dalam perlindungan lingkungan (Rajib et al., 2024). 
       Hukum Perdata Lingkungan Hidup tak hanya menangani permasalahan 
lingkungan hidup antar individu, namun juga mengatur tuntutan hukum atas 
nama.kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan yang sebanding melalui 
prosedur “gugatan kelompok atau class action”. Dalam  beberapa kondisi pencemaran 
atau perusakan lingkungan,jumlah korban mungkin cukup tinggi. Tuntutan hukum 
individual yang diajukan oleh komunitas korban atau terhadap individu pencemar dapat 
memakan waktu dan biaya (Rajib et al. 2024). 

Di sisi lain, meskipun terdapat beberapa upaya penindakan terhadap pelaku, baik 
individu maupun korporasi, namun hal tersebut belum mampu memberikan efek jera 
yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari masih terjadinya kebakaran hutan secara 
berulang setiap tahun. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa permasalahan utama 
dalam penegakan hukum bukan terletak pada kurangnya regulasi, melainkan pada 
lemahnya implementasi serta kurangnya konsistensi dalam penegakan hukum di 
lapangan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan di Sumatera 
Selatan yang berjalan mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga 
putusan pengadilan secara keseluruhan belum berjalan secara maksimal. Dalam 
melakukan penegakan hukum tersebut, para aparat penegak hukum menghadapi 
sejumlah kendala nyata di lapangan, di antaranya lokasi pembakaran hutan yang sulit 
dijangkau serta kondisi lahan gambut yang membuat pelaksanaan olah TKP tidak dapat 
dilakukan secara menyeluruh dan tepat waktu (Mulkan & Aprita, 2022). 

 Kondisi lahan gambut yang terbakar tidak hanya sulit diakses secara fisik, tetapi 
juga berpotensi terus menyimpan api di bawah permukaan tanah selama berminggu-
minggu, sehingga barang bukti di lokasi kejadian kerap rusak atau musnah sebelum 
sempat dikumpulkan secara layak oleh tim penyidik. Hal ini menjadikan rekonstruksi 
fakta peristiwa kebakaran jauh lebih kompleks dan tidak dapat sepenuhnya diandalkan 
untuk membangun dakwaan yang kuat di persidangan. Budiningsih menegaskan bahwa 
implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera 
Selatan masih menghadapi hambatan serius pada aspek pengawasan dan koordinasi 
kelembagaan, yang pada gilirannya turut memperlemah kapasitas aparat penegak hukum 
dalam merespons peristiwa kebakaran secara cepat dan efektif (Budiningsih, 2017). 
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Salah satu persoalan struktural yang paling mencolok dalam penegakan hukum 
kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan tahun 2019 adalah ketimpangan yang 
sangat besar antara penanganan pelaku individu dan penanganan korporasi. Penegakan 
hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Indonesia secara umum masih 
sangat menitikberatkan pada individu, sementara pertanggungjawaban korporasi belum 
diterapkan secara efektif dan proporsional, padahal korporasi sesungguhnya memiliki 
kapasitas dan tanggung jawab yang jauh lebih besar atas terjadinya kebakaran berskala 
luas. Ketimpangan ini tidak semata-mata bersifat teknis, melainkan juga mencerminkan 
ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku individu yang umumnya merupakan petani 
kecil dengan sumber daya sangat terbatas di satu sisi, dan korporasi pemegang konsesi 
yang didukung oleh tim hukum yang kuat serta akses terhadap para ahli yang dapat 
memperlemah dakwaan di sisi lain. Akibatnya, proses hukum terhadap individu 
cenderung berjalan lebih cepat dan berakhir dengan pemidanaan, sementara proses 
terhadap korporasi seringkali terhenti di tengah jalan atau berakhir tanpa putusan yang 
proporsional dengan skala kerusakan yang ditimbulkan (Ardiyanto & Hidayat, 2020). 

Lemahnya implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi titik 
kritis tersendiri dalam kerangka penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan di 
Sumatera Selatan tahun 2019. Yusyanti mengemukakan bahwa meskipun peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, mulai dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan hingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah mengatur pertanggungjawaban pidana 
korporasi secara eksplisit, dalam praktik penegakan hukum, implementasinya masih 
sangat lemah. Dari sekian banyak korporasi yang lahannya terbakar dan terbukti 
memiliki kaitan dengan titik api, hanya sebagian kecil yang berhasil diproses hingga ke 
tahap penuntutan dan persidangan (Yusyanti, 2019). Kenyataan ini diperparah oleh 
kesulitan teknis dalam membuktikan hubungan kausalitas antara kebakaran yang terjadi 
di dalam areal konsesi dengan kebijakan atau kelalaian manajemen perusahaan secara 
langsung. Sebagaimana dikaji oleh Indra, Rochaeti, dan Sularto dalam konteks penegakan 
hukum karhutla di wilayah Sumatera, upaya pembuktian dalam kasus pembakaran hutan 
yang melibatkan korporasi senantiasa menghadapi persoalan rumit terkait rantai 
komando dan keterkaitan antara keputusan operasional perusahaan dengan peristiwa 
kebakaran di lapangan, sehingga dakwaan yang dibangun kerap tidak cukup kuat untuk 
melewati uji persidangan (Indra et al., 2017). 

Faktor lain yang turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di Sumatera 
Selatan adalah ketiadaan regulasi daerah yang secara khusus mengatur pengendalian 
kebakaran hutan dan lahan. Meskipun Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu 
provinsi yang paling rawan karhutla, daerah ini belum memiliki Peraturan Daerah yang 
secara spesifik mengatur penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, padahal 
kebutuhan terhadap regulasi daerah semacam itu sudah sangat mendesak untuk 
menjamin kepastian hukum dalam upaya pengendalian di tingkat lokal. Ketiadaan Perda 
ini menciptakan kekosongan pengaturan yang tidak dapat sepenuhnya diisi oleh regulasi 
nasional yang bersifat umum dan tidak sensitif terhadap karakteristik karhutla di 
Sumatera Selatan, khususnya yang berkaitan dengan ekosistem gambut dan pola konsesi 
perkebunan yang sangat spesifik secara lokal. Absennya payung hukum daerah ini pada 
akhirnya turut berkontribusi terhadap lemahnya koordinasi penegakan hukum antara 
aparat pusat dan pemerintah daerah, mengingat tidak ada instrumen hukum lokal yang 
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dapat dijadikan acuan bersama dalam penanganan kasus-kasus kebakaran secara 
terpadu di lapangan (Mardiansyah, 2018). 
             Drupsteen menyatakan bahwa bidang hukum lingkungan mencakup aspek hukum  
administrasi, pidana, dan perdata. Dalam penegakan hukum lingkungan khususnya dalam 
hal penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah pada dasarnya 
menggunakan dua pendekatan utama, yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif 
merupakan langkah yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran sebelum 
peristiwa tersebut terjadi. Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi sangat penting, 
terutama dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan yang 
dilakukan oleh perusahaan maupun masyarakat. Pencegahan tidak hanya bersifat teknis, 
tetapi juga menyangkut aspek kebijakan, pengawasan, dan kesadaran hukum masyarakat 
(Rajib et al., 2024).  

Salah satu bentuk upaya preventif adalah dengan memperketat sistem perizinan, 
khususnya bagi perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan dan kehutanan. 
Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap izin yang diberikan telah melalui 
kajian lingkungan yang memadai, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
(AMDAL). Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan izin juga harus dilakukan secara 
konsisten, agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan. Dalam praktiknya, lemahnya 
pengawasan seringkali menjadi celah bagi pelaku usaha untuk melakukan pembukaan 
lahan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Selain aspek perizinan, 
pemerintah juga memanfaatkan teknologi seperti sistem pemantauan titik panas 
(hotspot) dan citra satelit untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini. Upaya 
penegakan lingkungan hidup dapat dilakukan  melalui  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  
persyaratan  perizinan,  baku mutu lingkungan hidup, dan rencana pengelolaan 
lingkungan hidup (RKL) (Rajib et al., 2024). 

Namun demikian, efektivitas teknologi ini tetap bergantung pada kecepatan 
respons dan tindak lanjut dari aparat di lapangan. Jika tidak diikuti dengan tindakan yang 
cepat dan tegas, maka informasi mengenai hotspot hanya akan menjadi data tanpa 
dampak nyata. Upaya preventif lainnya adalah melalui sosialisasi dan edukasi kepada 
masyarakat mengenai bahaya kebakaran hutan dan larangan pembakaran lahan. Dalam 
hal ini, kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting yang menentukan 
keberhasilan pencegahan. Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa 
pembakaran lahan merupakan cara yang paling mudah dan murah, tanpa 
mempertimbangkan dampak jangka panjang yang ditimbulkan. Oleh karena itu, 
pendekatan edukatif harus dilakukan secara berkelanjutan agar terjadi perubahan pola 
pikir dan perilaku masyarakat. Namun, jika dilihat dari data kebakaran hutan tahun 2019 
yang mencapai sekitar 1,64 juta hektar berdasarkan data Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana,dapat disimpulkan bahwa upaya preventif yang dilakukan 
masih belum optimal. Angka tersebut menunjukkan bahwa kebakaran hutan masih 
terjadi dalam skala besar, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pencegahan belum 
berjalan secara efektif. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam pengawasan, 
koordinasi antar lembaga, serta penegakan aturan di lapangan. Peraturan yang mengatur 
kejahatan lingkungan  hidup  sudah  baik  dari  sudut  pandang hukum, namun  jika  
penegak hukum tidak memahami dengan jelas peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, maka penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan hidup akan gagal 
mencapai tujuannya (Rajib et al., 2024). 



Rayi Kharisma Rajib, Syalendra Pandya Alana,Yorgi Arimawan 

Global Research and Innovation Journal (GREAT) Vol 2, No. 2, 2026, Hal 669-681 

  

675   
   

 Dalam kondisi tersebut, reformasi legislasi menjadi salah satu solusi yang dapat 
dilakukan. Reformasi legislasi tidak hanya berarti perubahan aturan, tetapi juga 
mencakup penyempurnaan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang 
berbasis pada prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan 
partisipasi publik. Selain itu, reformasi juga perlu mengakomodasi perkembangan 
teknologi serta dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. 

 Dengan demikian, hukum lingkungan dapat menjadi lebih adaptif dan responsif 
terhadap permasalahan yang ada. Jika legislasi atau aturan yang ada dinilai tidak efektif 
bisa diatasi dengan beberapa solusi diantaranya, yaitu terkait reformasi legislasi 
Reformasi legislasi dalam konteks hukum lingkungan harus merangkul perubahan dalam 
kerangka hukum yang mendukung serta memperkuat prinsip-prinsip good governance. 
Ini mencakup dukungan terhadap prinsip-prinsip ekonomi yang lebih modern serta 
upaya untuk mengadopsi dan memodernisasi undang-undang yang terkait dengan isu 
lingkungan. Reformasi legislasi bertujuan untuk memastikan bahwa regulasi hukum yang 
ada mencerminkan tuntutan zaman dan kebutuhan masa kini dalam menghadapi 
tantangan lingkungan, sambil memastikan keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan dalam 
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup (Rajib et al., 2024). 

Di sisi lain, upaya represif merupakan langkah yang dilakukan setelah terjadinya 
kebakaran, yaitu melalui penegakan hukum terhadap pelaku. Upaya ini meliputi 
pemberian sanksi pidana, sanksi administrasi, serta gugatan perdata. Sanksi pidana 
diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang 
memberikan ancaman pidana bagi pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selain 
itu, sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha juga dapat diterapkan sebagai 
bentuk penegakan hukum terhadap korporasi (Ciptono, 2025).  

Namun, dalam praktiknya, upaya represif masih menghadapi berbagai kendala, 

terutama dalam hal pembuktian. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pembuktian 

unsur kesalahan dan hubungan kausal seringkali menjadi hambatan utama dalam 

menjerat pelaku, khususnya korporasi. Oleh karena itu, penerapan prinsip strict liability 

sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi 

sangat penting. Dengan prinsip ini, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban 

tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahannya, sehingga proses penegakan hukum dapat 

menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, upaya represif juga harus diimbangi dengan 

penegakan hukum yang konsisten dan tidak tebang pilih. Jika penegakan hukum 

dilakukan secara selektif atau tidak konsisten, maka hal tersebut justru akan melemahkan 

kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Akibatnya, efek jera yang diharapkan dari 

sanksi hukum tidak akan tercapai (Rajib et al., 2024). 

Secara keseluruhan, efektivitas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 

sangat bergantung pada keseimbangan antara upaya preventif dan represif. Kedua 

pendekatan ini harus berjalan secara beriringan dan saling mendukung. Upaya preventif 

yang kuat tanpa penegakan hukum yang tegas akan menjadi tidak efektif, begitu pula 

sebaliknya. Menjaga kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang 

membutuhkan upaya kolektif dari individu, pemerintah, dan sektor swasta. Ketiga pihak 

ini memiliki peran dan tanggung jawab yang unik dalam mencapai keberlanjutan 

lingkungan. Individu memiliki peran penting dalam mengubah perilaku sehari-hari untuk 

mengurangi dampak terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang 
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optimal antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan pelaku usaha, serta 

pemanfaatan instrumen hukum seperti strict liability secara maksimal, agar 

penanggulangan kebakaran hutan dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan 

(Akib, 2018). 

Dalam konteks kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan tahun 2019, 

permasalahan penegakan hukum menjadi semakin kompleks karena kebakaran yang 

terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam, tetapi juga oleh aktivitas manusia dan 

kepentingan ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan lahan perkebunan serta 

kehutanan. Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki kawasan 

gambut cukup luas, sehingga sangat rentan mengalami kebakaran pada musim kemarau. 

Kondisi lahan gambut yang mudah terbakar menyebabkan api sulit dipadamkan dan 

seringkali menyebar secara cepat ke wilayah lain. Situasi ini menunjukkan bahwa 

persoalan kebakaran hutan dan lahan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai 

bencana lingkungan, melainkan juga sebagai persoalan hukum, tata kelola pemerintahan, 

dan pengawasan terhadap sumber daya alam (Fitriani, 2021). 

Pada tahun 2019, kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan menyebabkan 

kabut asap yang berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, 

transportasi, dan perekonomian daerah. Dampak tersebut memperlihatkan bahwa 

kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan memiliki hubungan erat dengan 

pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak masyarakat untuk memperoleh 

lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 

1945. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melakukan 

tindakan nyata dalam mencegah dan menindak pelaku pembakaran hutan dan lahan. 

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pemerintah tidak hanya bertindak sebagai 

regulator, tetapi juga sebagai pengawas dan penanggung jawab terhadap 

keberlangsungan perlindungan lingkungan hidup (Helmi, 2020).  

Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan tahun 

2019 pada dasarnya telah dilakukan melalui berbagai instrumen hukum, baik 

administrasi, pidana, maupun perdata. Dari aspek administrasi, pemerintah melakukan 

pengawasan terhadap perusahaan yang wilayah konsesinya terindikasi mengalami 

kebakaran. Dalam beberapa kasus, pemerintah menjatuhkan sanksi administratif berupa 

teguran tertulis, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha. Namun demikian, 

penerapan sanksi administratif seringkali dinilai belum memberikan efek jera yang 

optimal karena masih terdapat perusahaan yang kembali terlibat dalam kasus kebakaran 

pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum 

administrasi masih menghadapi kendala dalam aspek pengawasan dan konsistensi 

pelaksanaan sanksi (Muhdar, 2019). 

Selain itu, dalam praktiknya sering ditemukan adanya tumpang tindih 

kewenangan antar lembaga pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. 

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

kepolisian, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki kewenangan masing-

masing yang terkadang tidak berjalan secara terkoordinasi. Akibatnya, proses 

penanganan kebakaran maupun penegakan hukum menjadi kurang efektif. Koordinasi 
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yang lemah ini menyebabkan lambatnya penanganan hotspot dan keterlambatan dalam 

menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran. Dalam konteks 

good governance, koordinasi antar lembaga merupakan unsur penting agar kebijakan 

penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan tidak menimbulkan konflik 

kewenangan (Putri, 2019).  

Dari sisi hukum pidana, aparat penegak hukum telah melakukan penyelidikan dan 

penyidikan terhadap sejumlah pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik individu 

maupun korporasi. Namun, penegakan hukum pidana terhadap korporasi masih 

menghadapi tantangan besar, terutama dalam pembuktian unsur kesalahan. Dalam 

banyak kasus, perusahaan seringkali beralasan bahwa kebakaran terjadi akibat faktor 

alam atau dilakukan oleh pihak lain di luar kendali perusahaan. Kondisi ini menyebabkan 

proses pembuktian menjadi sulit karena aparat harus membuktikan adanya hubungan 

antara tindakan perusahaan dengan terjadinya kebakaran. Oleh sebab itu, penerapan 

prinsip strict liability menjadi sangat penting untuk mempermudah proses 

pertanggungjawaban hukum terhadap korporasi (Rahmadi, 2019).  

Penerapan strict liability dalam kasus kebakaran hutan dan lahan memiliki 

relevansi yang sangat besar karena kerusakan lingkungan yang ditimbulkan bersifat luas 

dan berdampak terhadap kepentingan publik. Prinsip ini menempatkan tanggung jawab 

kepada pelaku usaha tanpa harus membuktikan unsur kesalahan, sepanjang dapat 

dibuktikan bahwa kegiatan usahanya menimbulkan dampak lingkungan. Dengan adanya 

prinsip tersebut, perusahaan tidak dapat dengan mudah menghindari tanggung jawab 

hukum hanya dengan alasan tidak adanya unsur kesengajaan. Selain itu, strict liability 

juga mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam hukum lingkungan, yaitu bahwa setiap 

pelaku usaha wajib memastikan kegiatan usahanya tidak menimbulkan kerusakan 

lingkungan  (Ahmad, 2020). 

Namun demikian, penerapan strict liability dalam praktik peradilan di Indonesia 

masih belum sepenuhnya konsisten. Dalam beberapa putusan pengadilan, hakim masih 

mempertimbangkan unsur kesalahan meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

telah mengatur mengenai tanggung jawab mutlak. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih 

terdapat perbedaan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum mengenai konsep 

strict liability dalam hukum lingkungan. Akibatnya, efektivitas penegakan hukum 

terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan menjadi belum maksimal. Oleh karena itu, 

diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pendidikan dan 

pelatihan khusus mengenai hukum lingkungan dan pembuktian dalam kasus kebakaran 

hutan dan lahan (Santosa, 2011). 

Selain penegakan hukum formal, faktor sosial dan ekonomi masyarakat juga perlu 

diperhatikan dalam menganalisis kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan tahun 

2019. Sebagian masyarakat masih menggunakan metode pembakaran karena dianggap 

sebagai cara yang paling murah dan cepat dalam membuka lahan pertanian. Rendahnya 

tingkat ekonomi dan minimnya akses terhadap teknologi pertanian modern 

menyebabkan praktik pembakaran tetap dilakukan meskipun telah dilarang oleh hukum. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan represif saja tidak cukup untuk 

menyelesaikan persoalan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah juga perlu 
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mengembangkan pendekatan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat dan 

penyediaan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar. Dalam perspektif sosiologi hukum, 

efektivitas suatu aturan tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga oleh 

budaya hukum masyarakat. Jika masyarakat masih menganggap pembakaran lahan 

sebagai hal yang wajar, maka larangan hukum akan sulit diterapkan secara efektif. Oleh 

karena itu, penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan harus disertai dengan 

pembangunan budaya hukum yang menanamkan kesadaran akan pentingnya 

perlindungan lingkungan. Edukasi lingkungan hidup perlu dilakukan sejak dini melalui 

pendidikan formal maupun nonformal agar masyarakat memahami dampak jangka 

panjang dari kebakaran hutan dan lahan (Syahrul, 2020). 

Di samping itu, keterlibatan korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di 

Sumatera Selatan juga menunjukkan pentingnya penerapan prinsip corporate 

environmental responsibility. Perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan dan 

kehutanan seharusnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga 

memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam praktiknya, masih terdapat 

perusahaan yang kurang serius dalam menyediakan sarana pencegahan kebakaran 

seperti embung air, menara pengawas, dan tim pemadam kebakaran internal. Padahal, 

kewajiban tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan untuk mencegah 

terjadinya kerusakan lingkungan di wilayah konsesinya. Penegakan hukum terhadap 

korporasi juga perlu didukung dengan transparansi informasi kepada publik. Masyarakat 

berhak mengetahui perusahaan mana saja yang terlibat dalam kasus kebakaran hutan 

dan lahan serta bagaimana proses penegakan hukumnya. Transparansi ini penting untuk 

mendorong akuntabilitas dan meningkatkan pengawasan publik terhadap kinerja 

pemerintah dan aparat penegak hukum. Jika proses penegakan hukum dilakukan secara 

tertutup, maka akan muncul kecurigaan adanya praktik diskriminasi atau intervensi 

kepentingan tertentu dalam penanganan kasus (Ria, 2019). 

Selanjutnya, kebakaran hutan dan lahan tahun 2019 di Sumatera Selatan juga 

memperlihatkan pentingnya pendekatan ekologis dalam pembentukan kebijakan hukum 

lingkungan. Selama ini, kebijakan pengelolaan sumber daya alam seringkali lebih 

berorientasi pada eksploitasi ekonomi dibandingkan perlindungan lingkungan. 

Akibatnya, pembukaan lahan dalam skala besar menyebabkan kerusakan ekosistem 

gambut yang sangat rentan terhadap kebakaran. Oleh karena itu, reformasi legislasi 

sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya harus diarahkan pada penguatan prinsip 

pembangunan berkelanjutan dan perlindungan ekosistem gambut. Pemerintah juga perlu 

memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi dengan melibatkan partisipasi 

masyarakat. Pemanfaatan citra satelit, drone, dan sistem pemantauan hotspot harus 

terintegrasi dengan mekanisme respons cepat di lapangan. Selain itu, masyarakat lokal 

perlu dilibatkan sebagai bagian dari sistem pengawasan partisipatif karena masyarakat 

merupakan pihak yang paling dekat dengan lokasi kebakaran. Pelibatan masyarakat akan 

mempercepat deteksi dini dan mencegah meluasnya kebakaran sebelum mencapai skala 

besar (Rochaeti, 2020). 

Dalam kerangka hukum internasional, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia 

juga berdampak terhadap hubungan antarnegara, terutama akibat kabut asap lintas 
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batas. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan bukan 

hanya menjadi kepentingan nasional, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab 

Indonesia dalam menjaga lingkungan global. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan 

penanggulangan kebakaran hutan harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan agar 

Indonesia tidak terus-menerus menghadapi kritik internasional akibat pencemaran asap 

lintas negara. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penegakan hukum terhadap 

kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan tahun 2019 masih menghadapi berbagai 

tantangan, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, pembuktian hukum, maupun 

kesadaran masyarakat. Meskipun pemerintah telah memiliki instrumen hukum yang 

cukup lengkap, efektivitas penegakan hukum masih sangat bergantung pada konsistensi 

pelaksanaan, kualitas aparat penegak hukum, koordinasi antar lembaga, serta partisipasi 

masyarakat dan korporasi dalam menjaga lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan 

penguatan sistem hukum lingkungan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga 

preventif, edukatif, dan partisipatif agar penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 

dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan  (Effendi, 2019). 

 

4. KESIMPULAN  

  

         Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, khususnya 

di Sumatera Selatan tahun 2019, secara normatif telah memiliki landasan yuridis yang 

kuat melalui UU No. 32 Tahun 2009 dan UU No. 41 Tahun 1999. Kedua regulasi tersebut 

tidak hanya secara tegas melarang praktik pembakaran hutan dan lahan, tetapi juga 

menyediakan instrumen sanksi yang komprehensif, meliputi pidana, administrasi, dan 

perdata. Dengan demikian, secara konseptual, sistem hukum lingkungan di Indonesia 

sebenarnya telah dirancang cukup memadai untuk mengatur, mengendalikan, dan 

menanggulangi permasalahan kebakaran hutan dan lahan secara sistematis. 

Namun demikian, dalam tataran implementasi, penegakan hukum masih 

menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Kesulitan dalam proses pembuktian, 

khususnya pada kasus yang melibatkan korporasi, menjadi hambatan utama dalam 

menjerat pelaku secara efektif. Di samping itu, lemahnya pengawasan terhadap 

penggunaan dan pengelolaan lahan, serta belum konsistennya aparat penegak hukum 

dalam menindak pelanggaran, turut memperparah kondisi tersebut. Akibatnya, sanksi 

yang dijatuhkan belum mampu memberikan efek jera yang optimal, sehingga praktik 

pembakaran hutan dan lahan masih terus berulang dari tahun ke tahun. 

Di sisi lain, upaya penanggulangan melalui pendekatan preventif dan represif juga 

belum menunjukkan hasil yang maksimal. Langkah preventif seperti pengawasan 

lapangan, pemantauan hotspot, dan peningkatan kesadaran masyarakat masih belum 

efektif dalam mencegah terjadinya kebakaran dalam skala luas. Sementara itu, upaya 

represif melalui penegakan hukum masih terkendala pada aspek teknis dan kelembagaan. 

Oleh karena itu, diperlukan langkah yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, antara 

lain melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, 

serta pembangunan sinergi yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, 

agar penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat berjalan lebih efektif dan 

berkelanjutan. 
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